
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.737, 2018 KEMENKES. Tata Hubungan Kerja Pengelolaan 

Rumah Negara.  
 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 16 TAHUN 2018 

TENTANG  

TATA HUBUNGAN KERJA PENGELOLAAN RUMAH NEGARA                            

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

   

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu ditindaklanjuti 

dengan pengaturan tata hubungan kerja dalam rangka 

memperjelas batas volume pekerjaan dan batas 

wewenang antar unit kerja dalam pengelolaan rumah 

negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kesehatan tentang Tata Hubungan Kerja 

Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian 

Kesehatan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 

Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang 

Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 

2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4515); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata 

Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, 

dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara; 

6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, 

Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan 

Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;  

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 368); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang 

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 588); 
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10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 791); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik 

Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2011); 

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan 

Tatalaksana;  

 

 MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA 

HUBUNGAN KERJA PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. 

 

Pasal 1 

Pengaturan Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah 

Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan bertujuan 

untuk memperjelas kewenangan dan tugas dari satuan kerja 

pengelola rumah negara baik dari segi pengadaan, 

pemeliharaan, pengelolaan, pengawasan, penertiban, hingga 

pengosongan Rumah Negara di lingkungan Kementerian 

Kesehatan. 
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Pasal 2 

Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara di 

Lingkungan Kementerian Kesehatan tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 7 Mei 2018 

 

MENTERI KESEHATAN  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

NILA FARID MOELOEK 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal  5 Juni 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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